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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan konstruksi
pertanggungjawaban pidana bagi penderita kleptomania dalam perspektif Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah norma hukum positif melalui bahan
pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara objektif
perbuatan penderita kleptomania memenuhi unsur Pasal 476 Undang-Undang No. 1 Tahun
2023, unsur kesalahan (mens rea) secara subjektif tereduksi oleh gangguan kejiwaannya.
Kleptomania dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf berdasarkan Pasal 38 Undang-
Undang No. 1 Tahun 2023 (atau Pasal 44 KUHP lama) apabila dapat dibuktikan melalui
Visum et Repertum Psychiatricum bahwa pelaku tidak mampu mengarahkan kemauannya
secara bebas. Oleh karena itu, penegakan hukum disarankan untuk bergeser dari sanksi
punitif berupa pidana penjara menuju sanksi tindakan (maatregel) seperti rehabilitasi medis
atau perawatan di rumah sakit jiwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023,
serta mengoptimalkan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

KATA KUNCI: Alasan Pemaaf, Keadilan Restoratif, Kleptomania, Sanksi Tindakan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum/rechtsstaat mengamanatkan perlindungan
terhadap kepentingan masyarakat melalui instrumen hukum pidana. Hukum pidana berfungsi
untuk mengatur dan membatasi tingkah laku manusia guna mencegah pelanggaran terhadap
kepentingan umum (Anwar, 2020). Suatu aturan dapat dikualifikasikan sebagai hukum pidana
apabila memuat unsur utama, yaitu pengaturan tingkah laku yang ditetapkan oleh badan resmi,
bersifat memaksa, dan memiliki sanksi tegas. Dalam kajian hukum pidana, suatu perbuatan
dapat dipidana jika memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan
dengan perbuatan lahiriah, meliputi tindakan, sifat melawan hukum, dan kausalitas akibat.
Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan (dolus)
atau kealpaan (culpa). Hukum pidana tidak hanya menilai akibat dari perbuatan, tetapi juga
menelisik niat dan kesalahan pelaku (Lestari, 2022). Hal ini sejalan dengan asas fundamental
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“geen straf zonder schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan), yang menegaskan bahwa seseorang
hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya
secara sadar (Lestari, 2020).

Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan
terhadap harta benda, khususnya pencurian. Secara normatif, delik pencurian diatur dalam Pasal
476 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 atau Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) lama. Pasal ini merumuskan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur “mengambil”
menitikberatkan pada beralihnya kekuasaan atas suatu benda ke dalam penguasaan pelaku.
Konstruksi hukum ini mengindikasikan adanya niat jahat (mens rea) yang didasari oleh motif
keuntungan ekonomi. Seiring perkembangan zaman, objek pencurian juga meluas, tidak hanya
benda fisik yang berwujud, melainkan juga benda yang bernilai ekonomis seperti energi listrik
dan data elektronik (Mulyana & Sihombing, 2020).

Dalam praktiknya, ditemukan anomali hukum berupa perbuatan mengambil barang milik
orang lain tanpa didasari motif ekonomi. Tindakan ini didorong oleh gangguan kontrol impuls
patologis yang dalam dunia psikiatri dikenal sebagai kleptomania. Kleptomania adalah
gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya tidak mampu menahan dorongan untuk
mencuri barang, meskipun barang tersebut tidak bernilai dan tidak dibutuhkan. Gejala utama
kleptomania meliputi dorongan mencuri yang tidak terkendali, ketiadaan motif ekonomi, barang
curian yang sering kali dibuang atau dikembalikan, serta munculnya perasaan menyesal, malu,
dan bersalah setelah melakukan tindakan tersebut. Ketegangan subjektif sebelum mencuri dan
perasaan lega setelahnya menjadi perbedaan utama antara penderita kleptomania dan pencuri
kriminal biasa (common thief) (Nugroho, 2023).

Persoalan yuridis muncul ketika penderita kleptomania berhadapan dengan proses
peradilan pidana. Secara prinsip universalitas hukum pidana, tindakan penderita kleptomania
secara objektif telah memenuhi unsur pencurian. Namun, pertanggungjawaban pidana mereka
menjadi problematis jika dikaitkan dengan ketiadaan kemampuan mental untuk menyadari
perbuatannya. Hukum pidana Indonesia, baik dalam Pasal 44 KUHP Lama maupun Pasal 38-39
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, memberikan ruang pemaaf (alasan penghapus pidana) bagi
pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Sayangnya, penentuan kleptomania sebagai alasan
pemaaf masih memicu perdebatan (Wijaya, 2022). Aparat penegak hukum sering kali
menggunakan pendekatan positivis-legalistik yang mengabaikan aspek neuropsikologis,
sehingga penderita kleptomania tetap dijatuhi sanksi penjara yang tidak menyelesaikan akar
masalah medisnya (Sari, 2021). Kondisi ini diperparah dengan belum adanya parameter yang
jelas mengenai kedudukan Visum et Repertum Psychiatricum sebagai alat bukti untuk
membuktikan ketiadaan pertanggungjawaban pidana (Setiawan, 2023).

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara
komprehensif mengenai kedudukan hukum dan konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku tindak pidana pencurian yang menderita kleptomania. Penelitian ini akan meninjau
perspektif hukum positif di Indonesia dengan melakukan komparasi antara KUHP lama dan
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 untuk memberikan sudut pandang yang lebih utuh terkait
pergeseran sanksi dari pemidanaan menuju rehabilitasi medis.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.
Pendekatan ini mencakup analisis perundang-undangan dan analisis konsep hukum, yang
bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam
praktik. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari
pihak-pihak terkait, baik dalam bentuk dokumen maupun peraturan dan perundang-undangan,
serta data sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen hukum, seperti buku, jurnal, dan
artikel ilmiah. Data sekunder ini memiliki peranan penting dalam pendekatan normatif karena
menjadi sumber penopang utama dalam analisis hukum.

HASIL & PEMBAHASAN

Dalam penelitian hukum, contoh peristiwa konkret berfungsi sebagai jembatan yang
menghubungkan teori dengan praktik, sehingga kajian yuridis tidak sekadar bersifat abstrak.
Penggunaan studi kasus nyata memperkuat validitas argumentasi akademik karena analisis
hukum tidak hanya berpijak pada aspek normatif, melainkan juga empiris. Pendekatan ini
berguna untuk memperlihatkan penerapan pasal-pasal undang-undang oleh aparat penegak
hukum, mengidentifikasi kelemahan atau celah hukum, memberikan ilustrasi yang mudah
dipahami pembaca, serta menjadi bahan evaluasi untuk reformasi hukum ke depan.

Sebagai ilustrasi, dapat ditelaah sebuah kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi
oleh pengidap kleptomania. Dalam peristiwa tersebut, pelaku mengambil 12 janjang kelapa
sawit seberat 180 kilogram tanpa izin pemiliknya. Tindakan ini secara hukum memenuhi unsur
objektif tindak pidana pencurian karena terdapat perbuatan mengambil barang milik orang lain
secara melawan hukum. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materiil
tertentu. Oleh karena nilai kerugian berada di bawah ambang batas maksimal Rp2.500.000,00
yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, serta tidak ditemukan adanya unsur kekerasan dalam
pelaksanaannya, maka perkara ini diproses melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagai
Tindak Pidana Ringan (Tipiring) berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Hakim dalam perkara ini
menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan. Putusan
dengan pola masa percobaan ini mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dan
individualisasi pidana yang tepat. Hakim secara cermat mempertimbangkan faktor sosial pelaku,
seperti statusnya sebagai buruh harian lepas yang belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga
vonis yang dijatuhkan sejalan dengan orientasi hukum pidana modern yang dianut dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, namun putusan tersebut tidaklah tepat jika dikaitkan
dengan alasan pemaaf sebuah tindak pidana (Citra & Hapsari, 2023).

Hukum pemidanaan saat ini tidak hanya berorientasi pada pembalasan represif, tetapi
juga memperhatikan latar belakang pelaku dan tujuan pembinaan. Dalam peristiwa hukum
seperti pencurian ringan yang bernilai ekonomis rendah dan dilakukan berulang, aparat penegak
hukum perlu peka terhadap kemungkinan adanya gangguan psikologis pelaku, seperti
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kleptomania. Kleptomania adalah impulse control disorder (gangguan pengendalian impuls) di
mana penderita memiliki dorongan kompulsif untuk mengambil barang yang tidak mereka
butuhkan (Rahmawati, 2021).

Meskipun demikian, aparat penegak hukum tidak dapat secara sepihak menyimpulkan
kondisi mental pelaku. Status tersebut wajib dibuktikan melalui Visum et Repertum
Psychiatricum yang dikeluarkan oleh psikiater forensik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor
8 Tahun 1981. Observasi klinis dari ahli inilah yang akan menjadi alat bukti sah untuk menilai
apakah terdakwa memiliki kemampuan membedakan hal baik dan buruk, serta kemampuan
mengendalikan kehendaknya saat melakukan delik pidana (Santoso, 2021).

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana jika memiliki kesalahan, yang
dikenal dengan asas fundamental geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Pada
subjek penderita kleptomania, terpenuhinya unsur objektif pencurian dalam Pasal 476 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Pasal 362 KUHP lama tidak otomatis melahirkan
pertanggungjawaban pidana (). Perbuatan penderita kleptomania bukanlah representasi dari niat
jahat (animus furandi) yang didorong oleh motif ekonomi, melainkan akibat dari disfungsi
kontrol impuls patologis (Arifin & Salim, 2023). Hal ini menciptakan ambiguitas yuridis:
hukum menuntut kepastian bahwa pelanggaran dipidana, namun keadilan substantif menuntut
agar pidana hanya dijatuhkan pada individu yang akalnya berfungsi sempurna. Jika dorongan
impulsif tersebut mereduksi derajat kesalahan pelaku, maka elemen pertanggungjawaban
pidananya menjadi cacat (Haris, 2022).

Tabel 1. Analisis Unsur Tindak Pidana vs Dorongan Impulsif Kleptomania

Unsur Tindak . .
No Pidana KondlskI::rfol:Igl:E'impulmf Analisis Yuridis
(KUHP) P !
Perbuatan melawan | Penderita kleptomania
hukum (actus reus): | terdorong secara kompulsif | Unsur perbuatan tetap
1 | mengambil barang | untuk mengambil barang, t?rPGHUhl karena adg
milik orang lain | meskipun nilainya kecil dan | tindakan pyata menggmbll
tanpa izin tidak dibutuhkan barang milik orang lain
_ | Dorongan impulsif sering | Unsur kesalahan menjadi
Kesalahan (mens rea): | 401G qa disertai niat jahat, | lemah;  pelaku  tidak
adanya niat atau . e
2 kesadaran  melawan melainkan dorongan | sepenuhnya memiliki niat
hukum psikologis yang sulit | jahat, melainkan gangguan
dikendalikan psikis
Kemampuan
bertanggung jawab: Kleptomania dapat | Asas geen straf zonder
pelaku mampu mengurangi kemampuan | schuld  relevan:  jika
3 | memahami dan bertanggung jawab karena | kemampuan bertanggung
. pelaku tidak mampu | jawab hilang, pidana tidak
mengendalikan menahan dorongan impulsif | layak dijatuhkan
perbuatannya
P eptomania dapat dijadikan | kM dapat  merilih
pidana: pidana it :
4 | dijatuhkan  sesuai alasan pemaaf atau re':hablhtas% medis atau
setidaknya  faktor  yang pidana rngan sebagal
KUHP . bentuk keadilan substantif
meringankan
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Dengan tabel 1 ini, bisa menunjukkan bahwa meskipun unsur tindak pidana secara
objektif terpenuhi, kondisi dorongan impulsif kleptomania menimbulkan problematika dalam
unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam perspektif akademis, hubungan
antara terpenuhinya unsur tindak pidana secara objektif dengan kondisi dorongan impulsif
kleptomania dapat dijelaskan melalui kerangka teori hukum pidana yang menekankan
keseimbangan antara perbuatan melawan hukum (actus reus) dan kesalahan (mens rea).

Secara objektif, tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin jelas memenuhi
unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, dorongan impulsif
yang timbul akibat kleptomania menimbulkan problematika dalam unsur kesalahan, karena
perbuatan tersebut tidak selalu lahir dari niat jahat atau kelalaian, melainkan dari dorongan
kompulsif yang sulit dikendalikan. Hal ini berimplikasi pada kemampuan bertanggung jawab
pelaku, yang dalam teori pertanggungjawaban pidana menjadi syarat mutlak untuk dapat
dijatuhi pidana. Dengan demikian, hubungan akademis yang dapat dimunculkan adalah bahwa
meskipun unsur tindak pidana secara objektif terpenuhi, kondisi dorongan impulsif
kleptomania dapat melemahkan atau bahkan meniadakan unsur kesalahan dan kemampuan
bertanggung jawab.

Dari sudut pandang teori alasan pemaaf, kleptomania dapat diposisikan sebagai faktor
yang menghapus kesalahan, sehingga pidana tidak layak dijatuhkan. Sementara itu, dari
perspektif teori keadilan substantif, pemidanaan terhadap penderita kleptomania tanpa
mempertimbangkan dorongan impulsif akan menyalahi prinsip keadilan, karena hukum pidana
tidak dimaksudkan untuk menghukum orang yang tidak sepenuhnya mampu mengendalikan
perbuatannya. Oleh karena itu, hubungan ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih
komprehensif dalam hukum pidana, yakni tidak hanya menilai perbuatan melawan hukum,
tetapi juga kondisi psikis pelaku, sehingga asas geen straf zonder schuld tetap terjaga dan tujuan
pemidanaan modern yang bersifat korektif serta rehabilitatif dapat diwujudkan (Kurniawan,
2022).

Secara normatif, hukum pidana menekankan bahwa setiap perbuatan melawan hukum
yang memenuhi unsur tindak pidana harus dikenai sanksi. Namun, secara empiris, dorongan
impulsif kleptomania menimbulkan problematika dalam unsur kesalahan dan kemampuan
bertanggung jawab, sehingga menimbulkan pertanyaan akademis: apakah penderita kleptomania
layak dipidana penuh, dipidana ringan, atau diarahkan pada rehabilitasi. Hubungan ini
mencerminkan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang menuntut penerapan norma
secara konsisten dengan keadilan substantif yang menuntut perlindungan terhadap individu
yang mengalami gangguan psikis. Dialektika ini menghasilkan fokus penelitian yang tidak
hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga menguji sejauh mana dorongan
impulsif kleptomania dapat menghapus atau mengurangi kesalahan dalam arti hukum pidana.

Dalam hukum pidana, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld)
mengharuskan adanya keseimbangan antara perbuatan melawan hukum dan kemampuan
bertanggung jawab pelaku. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld)
menuntut adanya keseimbangan antara perbuatan melawan hukum dan kemampuan
bertanggung jawab pelaku. Secara akademis, pengertian pencurian dapat ditinjau dari dua
perspektif utama, yaitu norma masyarakat dan norma hukum. Dari sudut norma masyarakat,
pencurian dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai moral, etika, dan rasa keadilan
sosial. Masyarakat menilai pencurian sebagai tindakan yang merugikan orang lain karena
mengambil hak milik tanpa izin, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap pelaku. Norma
sosial menekankan aspek kepercayaan, solidaritas, dan rasa aman dalam kehidupan bersama;
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oleh karena itu, pencurian dianggap mengganggu harmoni sosial dan merusak tatanan
kepercayaan antar individu.

Teori “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (geen straf zonder schuld) merupakan salah
satu asas fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat
dijatuhi pidana apabila pada dirinya tidak terdapat unsur kesalahan. Asas ini menjadi dasar
utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena hukum pidana modern tidak
hanya menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, tetapi juga menilai keadaan batin
dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan
unsur kesalahan (schuld) menjadi syarat mutlak sebelum seseorang dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya (Rahmawati, 2021).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian ringan yang pelakunya terindikasi
sebagai penderita kleptomania, asas geen straf zonder schuld memiliki peranan yang sangat
penting karena menyangkut penilaian terhadap kemampuan mental pelaku dalam memahami
dan mengendalikan perbuatannya. Secara yuridis, tindakan mengambil barang milik orang lain
tanpa hak tetap memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476
dan Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Akan tetapi, pemenuhan
unsur tindak pidana tersebut belum secara otomatis menyebabkan pelaku dapat dipidana, sebab
hukum pidana masih mensyaratkan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada
diri pelaku.

Kleptomania dalam ilmu psikiatri dikategorikan sebagai gangguan pengendalian impuls
(impulse control disorder), yaitu kondisi psikologis yang menyebabkan seseorang memiliki
dorongan berulang dan sulit dikendalikan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa motif
ekonomi yang jelas. Dalam kondisi tertentu, gangguan tersebut dapat memengaruhi kemampuan
seseorang untuk mengendalikan kehendaknya ketika melakukan perbuatan pidana. Oleh karena
itu, apabila seorang pelaku pencurian ringan terbukti menderita kleptomania melalui
pemeriksaan psikiatri forensik, maka hakim harus mempertimbangkan sejauh mana gangguan
tersebut memengaruhi unsur kesalahan dalam diri pelaku (Lestari, 2020).

Pertanggungjawaban pidana bagi penderita kleptomania bersandar pada asas geen straf
zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Meskipun tindakan mengambil barang milik
orang lain secara objektif memenuhi unsur pidana pencurian, dorongan patologis akibat
gangguan pengendalian impuls (impulse control disorder) membuat unsur kesalahan (mens rea)
dan kehendak bebas pelaku menjadi cacat atau tereduksi, karena perbuatan tersebut tidak
didasari oleh motif ekonomi. Kondisi ini memunculkan ambiguitas yuridis antara kepastian
hukum yang menghendaki pemidanaan dan keadilan substantif yang melindungi individu
dengan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, penderita kleptomania tidak otomatis terbebas dari
jerat hukum. Status kemampuan mental dan batas pertanggungjawaban pidana pelaku harus
diuji serta dibuktikan secara objektif melalui pemeriksaan psikiatris (ahli kejiwaan) di
persidangan. Sejalan dengan paradigma hukum pidana modern dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 yang mengedepankan individualisasi pidana dan keadilan restoratif, penjatuhan
pidana penjara konvensional bagi penderita kleptomania dinilai tidak efektif. Untuk mencapai
keadilan yang lebih humanis serta mencegah pengulangan tindak pidana, hukum mengarahkan
penyelesaian perkara ini melalui sanksi alternatif atau tindakan, yakni berupa rehabilitasi medis
dan psikologis guna mengatasi akar permasalahan kejiwaan pelaku.

Penerapan sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi
masyarakat, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam
hukum pidana modern, penjatuhan hukuman sangat terikat pada asas geen straf zonder schuld
(tiada pidana tanpa kesalahan), yang mensyaratkan adanya kemampuan mental pelaku untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, orientasi pemidanaan kini telah
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bergeser dari sekadar pembalasan yang represif menjadi pendekatan yang lebih proporsional,
dengan mempertimbangkan secara saksama kondisi subjektif dan psikologis pelaku.

Dalam konteks tindak pidana pencurian oleh penderita kleptomania, penerapan sanksi
penjara dinilai tidak efektif karena gagal menyelesaikan akar permasalahannya, yaitu gangguan
pengendalian impuls (impulse control disorder). Sebagai solusinya, sistem peradilan
mengedepankan sanksi pidana alternatif seperti rehabilitasi medis dan psikologis, konseling
kejiwaan, atau pidana pengawasan. Pendekatan yang mengadaptasi prinsip individualisasi
pidana dan keadilan restoratif ini terbukti lebih manusiawi, karena tidak hanya berfokus pada
penghukuman, tetapi juga pada pemulihan mental pelaku guna mencegah pengulangan tindak
pidana di masa mendatang.

Tabel 2. Analisis Efektivitas Sanksi Pidana

No Aspek Pidana Penjara Pidana Alternatif
Memberikan efek jera o ' _
| Tujuan melalui pembatasan Rehabilitasi, pemulihan sosial,
kebebasan dan pencegahan berulang

Efektif untuk pelaku kejahatan
berat, tetapi sering
menimbulkan overkapasitas
Lapas
Menimbulkan stigma sosial,

3 | Dampak Sosial | memutus ikatan keluarga dan

Efektif untuk tindak pidana
ringan, mengurangi beban sistem
pemasyarakatan

2 Efektivitas

Mempertahankan ikatan sosial,
memberi kesempatan reintegrasi

pekerjaan
4 Orientasi Cenderung represif, berisiko Lebih humanis, sesuai dengan
HAM melanggar hak narapidana prinsip hak asasi manusia
) Relatif rendah, karena dapat
5 Biaya Tinggi, karena membutuhkan berupa kerja sosial atau
Negara fasilitas pemasyarakatan rehabilitasi
berbasis komunitas
Contoh di Hukuman penjara dalam Rehabilitasi bagi penyalahguna
6 Indonesia KUHP untuk tindak pidana narkotika, pidana kerja sosial
umum dalam KUHP

Tabel 2 menyajikan komparasi komprehensif antara sanksi pidana penjara dan pidana
alternatif melalui enam aspek peninjauan. Dari segi tujuan dan efektivitas, pidana penjara
berorientasi pada pemberian efek jera melalui pengekangan kebebasan yang memang relevan
untuk kejahatan berat, namun rentan memicu masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) di
lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya, pidana alternatif berfokus pada rehabilitasi dan
pencegahan pengulangan tindak pidana yang efektif diterapkan pada kejahatan ringan, sehingga
mampu mereduksi beban operasional sistem pemasyarakatan.

Ditinjau dari dampak sosial dan orientasi hak asasi manusia (HAM), pidana penjara
cenderung bersifat represif serta memunculkan stigma negatif yang memutus ikatan keluarga
maupun pekerjaan narapidana. Di sisi lain, pidana alternatif menawarkan pendekatan yang lebih
humanis dan sejalan dengan prinsip HAM karena memberi ruang bagi pelaku untuk
mempertahankan ikatan sosialnya guna mempermudah proses reintegrasi ke masyarakat.
Terakhir, dari aspek biaya negara dan contoh penerapannya, operasional pidana penjara
konvensional dalam KUHP menuntut alokasi anggaran negara yang tinggi untuk pemeliharaan
fasilitas. Hal ini berbeda secara signifikan dengan pidana alternatif seperti program rehabilitasi
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penyalahguna narkotika atau pidana kerja sosial yang menelan biaya relatif rendah karena
pelaksanaannya lebih banyak berbasis pada partisipasi komunitas.

Sistem hukum pidana kontemporer di Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma
dari penghukuman retributif menuju keadilan restoratif yang lebih humanis. Meskipun pidana
penjara tetap relevan untuk kejahatan berat, sanksi pidana alternatif dinilai jauh lebih efektif
dalam menangani tindak pidana ringan sekaligus meminimalisasi dampak negatif pemenjaraan,
seperti kelebihan kapasitas dan stigma sosial. Secara khusus dalam kasus pencurian oleh
penderita kleptomania berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penerapan sanksi
penjara konvensional kehilangan relevansinya karena gangguan kontrol impuls secara mendasar
meniadakan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Oleh karena itu,
instrumen hukum memprioritaskan sanksi alternatif berupa tindakan rehabilitasi medis dan
psikologis (Wijaya, 2022). Pendekatan ini tidak sekadar menghukum, melainkan berfungsi
sebagai strategi preventif dan korektif yang secara langsung mengatasi akar permasalahan
kejiwaan, mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme), serta memulihkan fungsi sosial
pelaku secara bermartabat (Sari, 2021).

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana senantiasa berlandaskan pada asas geen straf zonder
schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam konteks kleptomania, disfungsi kontrol impuls
secara signifikan mengurangi unsur kesengajaan (mens rea) dan kemampuan pelaku untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sejalan dengan paradigma Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023, yang menunjukkan bahwa hukum pidana modern mengalami pergeseran
dari pendekatan represif menuju individualisasi pidana yang mempertimbangkan kondisi
psikologis pelaku secara menyeluruh. Selanjutnya, penerapan sanksi pidana penjara secara
mutlak bagi penderita kleptomania dianggap tidak efektif karena tidak mengatasi akar
permasalahan patologis, yaitu impulse control disorder. Oleh karena itu, sanksi pidana alternatif
seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pidana pengawasan, dan mekanisme keadilan
restoratif menjadi solusi pemidanaan yang lebih relevan dan proporsional. Pendekatan
rehabilitatif ini tidak hanya fokus pada pemulihan mental pelaku, tetapi juga lebih efektif dalam
mencegah terulangnya tindakan pidana (recidive).

Saran dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pedoman teknis
yang spesifik untuk penanganan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan psikologis,
terutama kleptomania. Hal ini penting untuk menghindari disparitas penafsiran di kalangan
aparat penegak hukum serta menjamin kepastian dan keadilan hukum. Selain itu, aparat penegak
hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim, perlu mengintegrasikan peran psikiater
forensik dan psikolog di setiap tahap peradilan. Pemeriksaan kejiwaan harus menjadi landasan
ilmiah yang kokoh bagi hakim dalam menentukan batas kemampuan bertanggung jawab dan
jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Terakhir, penjatuhan pidana penjara bagi pelaku kleptomania
seharusnya diposisikan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir). Pengadilan disarankan
untuk lebih mengutamakan sanksi alternatif, seperti perawatan medis, konseling kejiwaan, dan
kerja sosial, untuk mengatasi akar patologis pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari risiko
residivisme di masa mendatang.
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